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Latar Belakang dan Konteks Kebijakan

* Dilansir dari RRl.co.id (10 Februari 2026), Presiden Prabowo
Subianto menerima audiensi pengusaha yang tergabung dalam
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) pada Senin, 9 Februari
2026, di Padepokan Garudayaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

* Presiden Prabowo mengajak para pengusaha untuk bersama-
sama dengan pemerintah menciptakan lapangan pekerjaan,
khususnya di sektor riil.

o Pengembangan dan pembesaran industri tekstil seperti
garmen, sepatu, dan mebel.

o Industri makanan dan minuman, perikanan, peternakan, serta
penguatan UMKM.

* Presiden Prabowo menekankan pentingnya semangat Indonesia
Incorporated, yakni kolaborasi erat antara pemerintah, dunia
usaha, dan seluruh pemangku kepentingan. Kolaborasi untuk
memperkuat daya saing nasional serta mempercepat
pembangunan ekonomi.

o Adapun APINDO menyampaikan komitmen untuk mendukung
program prioritas pemerintah seperti pengentasan kemiskinan
melalui peningkatan pemenuhan gizi dan pendidikan yang
berkualitas.

o Pengusaha juga menyampaikan komitmen mewujudkan
industrialisasi yang berorientasi pada kepentingan negara dan
bangsa.

Sumber gambar: Sekretariat Presiden dilansir RRI.co.id (10 Februari 2026)



Latar Belakang dan Konteks Kebijakan

Dashboard Fase | Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ®© Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam
Siaran Pers (15 September 2025) mengatakan bahwa pemerintah telah
merumuskan Paket Ekonomi 2025 dan Penyerapan Tenaga Kerja yang

terdiri dari 8 program akselerasi di 2025, 4 program yang dilanjutkan di

2026, dan 5 program andalan Pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja.

o Program Koperasi Desa Merah Putih yang ditargetkan membentuk 80

Per23/02/2026 08:15:32 ribu unit usaha baru dengan estimasi penyerapan 681 ribu tenaga kerja
dan target hingga 1 juta orang pada Desember 2025.

o Kampung Nelayan Merah Putih dikembangkan di 100 desa dengan
potensi serapan 8.645 tenaga kerja, serta proyeksi jangka panjang
mencapai 4.000 titik yang dapat menciptakan hingga 200 ribu lapangan
kerja.

o Di sektor perikanan, revitalisasi tambak di kawasan Pantura dengan
luas 20 ribu hektare diperkirakan mampu menyerap 168 ribu tenaga
kerja.
= Ditopang dengan program modernisasi kapal yang mencakup

pembangunan 1.000 kapal nelayan baru dengan estimasi
penciptaan 200 ribu lapangan kerja, serta pengadaan kapal

Sumber gambar: https://simkopdes.go.id/pers/dashboard berkapasitas 30 GT hingga 2.000 GT yang diperuntukkan bagi

koperasi maupun pelaku usaha BUMN.

o Disektor perkebunan, program perkebunan rakyat melalui penanaman
kembali 870 ribu hektare lahan ditargetkan membuka lebih dari 1,6
juta lapangan kerja baru dengan komoditas prioritas seperti tebu,
kakao, kelapa, kopi, mete, dan pala.

status Data: 24 Februari202610:03
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Sebuah Unintended Consequences dari Kebijakan?

Kadin Indonesia Serukan Pembatalan Impor 105.000 Mobil untuk Sumk;]er: ht}:p;gémétempo.co/politik/peneliti-fakuItas-hukum-ugm-soroti-lima-masalah-koperasi-desa-
T merah-putih-

Koperasi Merah Putih o sies -

P Peneliti Fakultas Hukum UGM Soroti Lima Masalah Koperasi Desa
Banyck instansi don pemangku kepentingan yang menoclak rencana impor mobil untuk Merah Putih
Kopdss Merah Putih 4 X g 3
[0} POlemlk Pengglmaan Da na Desa UntUk KoperaS| Merah PUtlh Ma5|h Kertas kebijakan berjudul "Koperasi Desa Merah Putih: Resiko Hukum dan Pencegahannya"

. Ber{a nJUt memuat lima masalah dalam program Koperasi Merah Putih.

29 Oktober 2025 | 06.10 WIB

kompas.id - 19 Februari 2026

Pemerintah menyesuaikan ruang penggunaan dana desa dengan mewajibkan

58,03 persen anggaran dialokasikan untuk implementasi Koperasi Desa Meral ey, As
Putih. Dari total pagu Rp 60,57 triliun pada 2026, sekitar Rp 34,57 triliun S l
dialihkan untuk membiayai realisasi Koperasi Merah Putih, menyisakan sekitar = & i )
9 [ meemasoun ]
Rp 25 triliun untuk kebutuhan lain di desa. Keputusan ini menimbulkan polemil K ‘T" d t d d ©
epala aesa protes aana desa :
Berbagai pemberitaan nasional, seperti BBC Indonesia, menyebutkan, sejumi: p p 0 L
kepala desa menolak penyesuaian dana desa tahun 2026 sebesar 58,03 dipangkas hingga 70% untuk X
pgrsgn atau 'Rp 34,57 tnllu_n yang dlalgkasn'kan qntuk mendukung program KO peraSI Merah Putl h - A
prioritas nasional Koperasi Merah Putih. Di media sosial bahkan disebut-sebut = ®
telah beredar video warga di sejumlah daerah yang menolak pendirian Kopera Bag dalmana mau ba n g un
Merah Putih di atas lahan lapangan sepak bola. |nfraStru ktu r dengan uan g
Direktur Eksekutif Katalis Nusantara Lestari (Kanal Foundation) Roy Salam, Rabu (18/2/2026), di Jakarta, berpendapat, kebijakan Rp 3 60 j uta ') '
penyesuaian 58,03 persen dana desa untuk mendukung implementasi Koperasi Merah Putih menimbulkan kekhawatiran serius di nber 2025
tingkat desa. Dengan skema ini, sebagian besar desa berpotensi kehilangan sumber pendanaan.
Sumber: https://www.kppod.org/berita/view?id=1568
CONTENTS
» KLY TAXEAWAYS st Dalam Neger Horus Bertumbuthy
» Sebogian Unit Mahindra Sudoh Datong DN Mobil Merupakas Burang Sebas Impes Dan
ndonesa Dinvios Saiy Sumber:
https://www.bbc.co
v Kebiakan Dua Kermenterian Teckait Horus m/indonesia/article
Sirmron s/c89kyw3v9ylo

Proyek impor 105.000 kendaroan umuk Koperast Merah Putil (KDKMP} tash jodi ok panas: Seteio!

Keeranperin DOR, Garkindo don seyurmiah asosiosi mernbern respons tojarm. Kink Lamar Dogang dan

Sumber: https://www.oto.com/berita-mobil/kadin-
Industi (Kodin) Indonesia menyerukan pembataion e csskkon keodorcon niogo CBU senial RE2488  indonesia-serukan- -pembatalan-impor-105-000-mobil-

Lrifiun dati ndia. S2bab hol i dinilal dapat memativen industri otomatl di dalanm regesd untuk-koperasi-merah-putih

’ embangunan Koperasi Marsh Putih di Kelurahan Mangasa, Makassar,
Sulawesi S-—aa Jumat (06/02)



Beberapa Data Penting
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Gambar 2 Jumlah Angkatan Kerja dan TPAK, 2024 dan 2025

« TPAK 70,59 persen artinya dari setiap 100 penduduk usia
kerja terdapat 71 orang (dibulatkan) yang termasuk angkatan
kerja.

 Penurunan TPAK secara semesteran meskipun kecil tetap
perlu dicermati, karena hal tersebut bisa disebabkan oleh
faktor musiman, struktural, atau pilihan individu untuk tidak
bekerja sementara waktu

Sumber: Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia
Agustus 2025, BPS.
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Gambar 3 TPAK Menurut Jenis Kelamin (persen),
2024 dan 2025

« Masih ada kesenjangan antara TPAK laki-laki dan
TPAK Perempuan.

» Dari setiap 100 penduduk usia kerja laki-laki, sekitar 84
orang tergolong angkatan kerja. Sementara itu, dari 100
perempuan usia kerja, sekitar 57 orang yang tergolong
angkatan kerja.




Beberapa Data Penting

Sumber: Indikator Pasar Tenaga 70,59) Indanesi Indonesi
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Gambar 4 TPAK Menurut Kelompok Umur (persen), Kepulauan Riau

Papua Barat Daya

Februari 2025 dan Agustus 2025 Sowedt Salatn
apua Selatan

Sulawesi Utara

Jawa Barat

TPAK menurut kelompok umur menunjukkan pola menyerupai huruf “U” terbalik. Maluku B Aqustus 2025
« Pada Agustus 2025, TPAK nasional tercatat sebesar 70,59 persen. Dari 38 ~ "mementow Februari 2005

Riau

provinsi, terdapat 15 provinsi yang memiliki TPAK lebih tinggi dibandingkan O st
angka nasional tersebut. Tiga provinsi dengan TPAK tertinggi pada periode ini Sedhe S—
adalah Papua Pegunungan (90,66 persen), Bali (77,31 persen), dan Nusa

Tenggara Barat (76,11 persen).

b'\g aS,.".h 15.'1% ,1‘0.3" .f).@ LQ)_'J‘ " .).\ﬁg 9}.‘)“ 1::).@ @I.V‘ _Y".’.%% 1%.“!‘ 1{:..1% w..%l‘ ,83.%% ®.

Gambar 5 TPAK Menurut Provinsi (persen),
Februari 2025 dan Agustus 2025



Beberapa Data Penting

Sumber: Indikator ~ Pasar E7|B 5724 57.17

Tenaga Kerja Indonesia ~ ~

Agustus 2025, BPS.
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Gambar 7 Employment to Population Ratio Menurut Jenis Kelamin
Gambar 6 Employment to Population Ratio (persen), 2024 dan 2025 dan Daerah Tempat Tinggal (persen), 2024 dan 2025

« EPR didefinisikan sebagai proporsi penduduk usia kerja yang bekerja terhadap total penduduk usia kerja di suatu negara.
» Indikator ini memberikan informasi penting mengenai kemampuan suatu perekonomian dalam menciptakan lapangan kerja.
» Nilai EPR yang tinggi tidak selalu mencerminkan kondisi yang positif.

o Sebagai contoh, keterbatasan akses pendidikan dapat mendorong kaum muda untuk segera bekerja demi membiayai
pendidikan atau kebutuhan hidup dibandingkan langsung melanjutkan sekolah untuk mengembangkan kapasitas sumber
daya mereka. Oleh karena itu, sangat disarankan agar indikator ini dianalisis secara terpadu bersama indikator
ketenagakerjaan lainnya dalam setiap evaluasi kebijakan tenaga kerja di suatu negara atau wilayah.



Beberapa Data Penting

Tabel 2 Persentase Penduduk Bekerja Lanjutan Tabel.2
Menurut Lapangan Pekerjaan Utama (17 Kategori), 2024 dan 2025 iApangan Lol
Pekerjaan Utama Agustus Februari Agustus
Lapangan 2024 (1) (2) (3) (4)
Pekerjaan Utama Agustus Februari Agustus - F;erdaga:gan Be_s‘:’r 0
ceran, neparasi dan
18, 19,2 18,7
(1 (2) @) 4) Perawatan Mobil dan A - A
A. Pertanian, Kehutanan, Perikanan 28,18 28,54 28,15 Sepeda Motor
B. Pertambangan dan Penggalian H. Pengangkutan dan
g ag 1,20 1,13 1,18 gang 429 423 48
C. Industri Pengolahan 13,83 13,45 13,86 Pergudangan
L Penyediaan Akomodasi dan
istri i 7,79 7,87 7,98
D. Pengadaan Listrik, G.as. .Uap/Anr 0.25 0.25 0.25 Penyedisin Makar Miriin
Panas, dan Udara Dingin J. Informasi dan Komunikasi 0,71 0,86 0,73
E. Treatment Air, Treatment Air K. Aktivitas Keuangan dan
Limbah, 7Treatment dan Pemulihan As i 1B Tl ke
' rans
| & 0,38 0,43 0,41 S
Material Sampah, dan Aktivitas L. Real Estat 039 0,34 0,35
Remediasi M, N. Aktivitas Profesional dan 169 374 1 76
F. Konstruksi 6,55 5,97 6,51 ] Perusahaan
O. Administrasi Pemerintahan,
Sumber: Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia Agustus 2025, BPS. Pertahanan. dan Jaminan 352 365 350
Bagaimana upaya untuk mendorong penciptaan - PSOS‘;«‘:J;'\:(Vanb — — —
. . renaidikan
lapangan pekerjaan utama yang menggunakan modal e ' ‘ '
manusia tinggi, seperti huruf M,;N (ilmuwan, konsultan, QA g N 1,64 1,72 1,68

Aktivitas Sosial
R,S,T,U. Aktivitas Jasa Lainnya 4,56 4,38 4,45
Total 100,00 100,00 100,00

R&D); huruf J (animasi, telekomunikasi, pemrograman
komputer, Al)?




Upaya Mendorong Lapangan Pekerjaan Utama dengan Modal Manusia Tinggi: Kebijakan Turunan

e Teori Modal Manusia Gary S. Becker dan Theodore Schultz:
pendidikan dan pelatihan merupakan investasi yang dapat
menambah produktivitas.

©)

Perusahaan mempunyai insentif untuk mencari sumber daya
manusia yang produktif dan menambah sumber daya manusia dari
karyawan mereka yang ada.

Modal manusia itu termasuk pendidikan, pengetahuan,
pengalaman, dan kemampuan (skills) (Investopedia.com, akses 23
Februari 2026).

Investasi di pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan
produktivitas -> semakin terdidik dan terlatih -> produktivitas
meningkat -> upah naik -> mendorong pertumbuhan

 Untuk simplifikasi asumsikan vyang linear. Pemerintah dapat

melakukan:

1. Reformasi kurikulum pendidikan Science, Technology,
Engineering, Mathematics (STEM);

2. Mendorong link and match antara kebutuhan dari industri
(demanders) dengan kualitas dan penawaran tenaga kerja dari
PT (suppliers);

3. Mendorong insentif terkait pelatihan Al, digital skills,

Supply of Labor

Income effect _—%

is stronger

Wage Rate

N

Substitution
effect is stronger

Quantity of Labor

Sumber: Goodwin et al. (2019), Microeconomics in Context 4t ed.

Tapi tidak selalu linear.

Produktivitas meningkat -> upah naik ->
pada nilai upah tertentu akan memutuskan
untuk bekerja lebih sedikit -> menurunnnya
kuantitas tenaga kerja yang di-supply ->
backward-bending individual paid labor
supply curve (income effect lebih tinggi
dibandingkan substitution effect)



Upaya Mendorong Lapangan Pekerjaan Utama dengan Modal Manusia Tinggi: Kebijakan Turunan

e Teori Pertumbuhan Endogen (Endogenous Growth Theory) Paul * Pemerintah dapat melakukan:
Romer: kesejahteraan ekonomi berasal dari faktor internal 1. Mendorong kompetisi penelitian dan
seperti pengembangan sumber daya manusia, inovasi

teknologi, dan investasi strategis (Investopedia.com, akses 23 pengembangan dan pendanaan terkait

Februari 2026). pengembangan paten, produk, dan

* Ideinti: inovasi;
o Kemampuan kebijakan  pemerintah  menyebabkan 2. Mendorong dan memperkuat
persaingan yang lebih ketat di pasar dan membantu perlindungan  hak milik intelektual

mendorong inovasi produk dan proses.

o Ada increasing returns to scale dari investasi modal,
khususnya di bidang infrastruktur dan investasi di bidang
pendidikan, kesehatan, dan telekomunikasi.

(intellectual property rights) melalui
regulasi dan reformasi regulasi,
3. Mendorong pengadaan teknologi local

o Investasi sektor swasta dalam penelitian dan (Al, digital, perangkat lunak) di mana
pengembangan merupakan sumber penting kemajuan negara menjadi pembeli utama,
teknologi. memprioritaskan dan mendorong inovasi

o Perlindungan hak milik dan paten sangat penting untuk
memberikan insentif bagi dunia usaha dan pengusaha
untuk terlibat dalam penelitian dan pengembangan.

o Investasi pada sumber daya manusia merupakan komponen
penting dalam pertumbuhan.

o Kebijakan pemerintah harus mendorong kewirausahaan
sebagai sarana untuk menciptakan usaha baru dan pada
akhirnya sebagai sumber penting lapangan kerja baru,
investasi, dan inovasi lebih lanjut.

lokal



Alur Logika Kebijakan

Kebijakan Publik -> Perubahan perilaku ->
meningkatkan (menurunkan) efisiensi ekonomi
dan equity -> implikasi kepada biaya atau
pendapatan

Agen ekonomi itu secara rasional memaksimalkan
kepuasan (utility)
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